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PUTUSAN
Nomor 14 K/Pid.Sus/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : RAHMATIA ANDI SARAPING, S.Pdi;
Tempat Lahir : Pendolo;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/3 Juli 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Karajalemba Lorong BTN Polda

Nomor B 9, Desa Kalukubula,
Kabupaten Sigi;
Jalan Hangtuah Nomor 104, Kota Palu;
Agama . Islam;
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palu tanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATIA ANDI SARAPING, S.Pdi., terbukti
secara dan menyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
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elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3)
juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMATIA ANDI
SARAPING, S.Pdi., selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah akun facebook atas nama Rahmatia dengan :
- Email/telephone : 081341047698;
- Kata sandi : 030776;
b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 dengan Imei
867458036170159/867458036170142;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor
307/Pid.Sus/2019/PN Pal, tanggal 7 Januari 2020 yang amar lengkap sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATIA ANDI SARAPING, S.Pdi., telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan
dan membuat dapat diakses ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Rahmatia dengan
email/telephone 081341047698, kata sandi 030776;
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- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 dengan Imei
867458036170159/867458036170142;
Masing-masing dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor
9/Pid.Sus/2020/PT PAL, tanggal 8 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor
307/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 7 Januari 2020;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2020/
PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020, Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di
Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2020 dari Penasihat Hukum
Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2020 sebagai
Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada
tanggal 11 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 dan
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April
2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palu pada tanggal 11 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
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dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex
Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili
Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku
dan tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa putusan Judex Facti telah mernpertimbangkan dengan tepat dan
benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah
mengambil foto anak korban Moh. Aryo Hasan dalam keadaan menangis
dan rnengunggahnya melalui akun facebook Terdakwa ke dalam facebook
Grup Info Kota Palu tanpa sepengetahuan atau seijin anak korban/orang
tuanya, dengan disertai caption/keterangan : Teman2 ini ada anak2
masuk di asramax anak2 mahasiswa siang bolong le... Ba pura2
bodoh?2... Tolong siapa peanak ini le... Skrg soada di kantor polsek palu
timur... Bagi teman yg mengenali dia skrg f Polsek Palu Timur... di Jin.
Hangtuah. Unggahan tersebut telah mendapat tanggapan dan komentar
oleh pengguna facebook lainnya sehingga menyebabkan anak korban
dan orang tuanya merasa tersinggung dan terhina, karena unggahan
Terdakwa tersebut berisi kata-kata penghinaan terhadap anak korban.
Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur
tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Bahwa demikian pula, mengenai pidana yang dijatuhkan Judex Facti
kepada Terdakwa juga telah memberikan alasan yang cukup, dengan

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang
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meringankan, serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal
dengan kesalahannya;

4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
yang merupakan kewenangan Judex Facti dan lagi pula hal-hal yang
disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan
pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dengan benar
oleh Judex Facti. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan
dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum
tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex
Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut
dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RAHMATIA

ANDI SARAPING, S.Pdi tersebut;
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- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H, M.H., Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 14 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M\.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002
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